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sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep
mengenai reinventing government (Osborne dan Gaebler).
Daam buku mereka yang berjudul Reinventing Gover nment:
How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public
Sector, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali.

Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gaebler semenjak
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awva hendak memberikan penekanan akan pentingnya
pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor
publik mengenai pentingnya akuntabilitas.

Penulis yang berbeda, yaitu Osborne dan Christensen,

lana
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ningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik

Akademisi lainnya yakni Peters menjelaskan bahwa

akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung

1 Dahnil Anzar Simanjuntak, Yeni Januarsih. “Akuntabilitas Dan
Pengelolaan Keuangan Dimasjid”. Jurnal Ekonomi. Volume 1, no 4, 1-25,
tahun 2015.
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jawab (responsibilitas). Akuntabilitas lebih merujuk pada
relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar
organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada
tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek
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hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah

kebijakan diadministrasikan dan khususnya hukum yang
secara spesifik mengatur program tertentu yang tengah

mereka laksanakan. Penjelasan ini semakin terang manakala
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kita mencoba untuk memetakan tiga konsep sekaligus yaitu
akuntabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai
bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Gortner,
Nichols, da@\BmEDQarE: b

s, e
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Nariun, menurut Osborne, akuntabilitas lebih dar S

menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan
program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang
memandu bagi organiass dalam usaha nya untuk

meningkatkan efektivitas dan efesiensi program. Hal ini dapat
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ditinjau sebagai upaya untuk membuat catatan-catatan atas
kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan suatu program di
masa lalu yang kemudian menjadi panduan untuk mereduksi

angka kesalahan tersebut di masa mendatang.
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publik diharapkan untuk selalu mengomunikasik
kinerja mereka Guna memperbaiki situasi tersebut, diperlukan

upaya untuk meningkatkan sosidisasi. Caranya dengan

2 Sus Haryanti, M. Elfan Kaubab. Analisis Transparanss Dan
Akuntabilitas Laporan Keuangan Magiid DI Wonosobo (Studi Empiris Pada
Masid Yang Terdaftar Dikemenag Wonosobo Tahun 2019), Journal of
Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019.
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menambah pasokan informasi yang memadai untuk diakses
oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan

organisasi publik dimaksud. Berbagai saluran sosialisasi perlu

untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memberikan
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S atas kelalaian organisasi publik dalam membertkan

pelayanan atau dalam menyediakan barang publik.
Dimens ketiga adalah pengendalian. Dimensi ini
merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara

tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Dalam dimensi
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pengendalian, pihak-pihak yang berkepentingan dengan
organisasi publik dapat memastikan bahwa organisasi publik

tersebut tetap berjalan pada jaur yang semestinya

Pengendalian ini apabila dilakukan dengan konsisten maka

organisasi publik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang
mung kin akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas
organisasi publik. Tentunya hal ini akan terlaksana konsisten

jika tata dan kualitas aturan yang dijadikan pijakan dapat
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diandalkan dengan baik. Artinya aturan hukum hendaknya
disusun dengan sebaik mungkin, agar organisasi publik dapat
mel akukan berbagai aktivitasnya dengan lancar.

Dimens kelima adalah responsivitas. Maksud dari

gahterakan masyarakat yang betuk konkr 2

menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan
tepat dan efisien. Kehadiran organisasi pemerintah di tengah-
tengah publik tentunya sangat bergantung dari responsivitas

pemerintah.
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1. Aspek Akuntabiitas
Akuntabilitas adalah konsep yang penting dalam
konteks manajemen, pemerintahan, dan organisasi. Secara

umum, akuntabilitas mengacu pada kewgjiban seseorang

atau organi Eﬂ&e@aﬁ& atas tindakan,
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aporan keuangan, kebijakan organisasi, 1
lain yang relevan.

Pelaporan: Aspek pelaporan adalah bagian penting

dari akuntabilitas. Organisass harus secara teratur

menyampaikan informasi tentang kegiatan mereka, baik
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itu keuangan, operasional, maupun strategis. Pelaporan
yang akurat dan tepat waktu membantu pemangku
kepentingan untuk memahami kinerja organisasi dan

mengambil keputusan yang informasional.

pbertindak secara kewajaran mengikuti  prinsip-p

moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan
tindakan mereka.
Kontrol dan Pengawasan: Aspek kontrol dan

pengawasan penting untuk memastikan bahwa organisasi
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beroperas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ini
melibatkan implementasi sistem dan prosedur untuk
memantau Kinerja, mencegah penyal ahgunaan kekuasaan,

dan mengidentifikasi risiko yang mungkin mengganggu
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eputusan  mereka.  Ini membantu “membangeh
kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan
meningkatkan kinerja serta keberlanjutan jangka panjang

organisasi.
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2. Akuntabilitas Dalam Hubungan K ekuasaan
Akuntabilitas sangat terkait dengan hubungan
kekuasaan. Karena akuntabilitas menuntut adanya

kemampuan principal untuk memberi sanksi kepada agen,

ubung uﬁ&iﬁﬂ(a:sl &S&R&G&j: bin}a jika principal
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perilaku agen, dan sebagaimana kita tahu [0
saling bersaing untuk mendapatkan akses ke agen.
Dimana, aktor-aktor ini bersaing agar bisa dianggap
sebagai principal. Dalam bahasa kekuasaan, hubungan

akuntabilitas adalah suatu hubungan dimana aktor yang
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membuat pernyataan normatif bahwa ia memiliki
pengaruh atas aktor lainnya (principal) sebenarnya
memang memiliki pengaruh seperti itu, dan dimana aktor

tersebut berkewajiban mempengaruhi  (agen) memiliki
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kekuasaan yang

riM At

Dari sudut normatif, pertanyaan relevan-adalah
apakah susunan hubungan akuntabilitas sesuai dalam hal
tipe dan tingkatannya. Apakah mekanisme akuntabilitas

yang diterapkan merupakan tipe yang paling efektif

3Prof. Dr.Hj.Sjamsiar §. Indradi ,MS. Akuntabilitas, (Malang:
Erlangga. 2020),h 128.
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dengan pengaruh negatif yang paling kecil, Dan apakah
agen menuntut ukuran akuntabilitas yang tepat, Dengan
memperhatikan hubungan antara akuntabilitas dan

efisiensi, kita mungkin dapat menemui terlalu banyak
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Sitkin sebagai "tindakan substantif untuk

Namun, pelaku yang bertanggungjawab sebenarnya tidak
‘accountable’. Kita memiliki aasan untuk menuntut bahwa
agen yang bertanggung-jawab harus bertindak seakan-

akan mereka harus menunjukkan akuntabilitasnya.
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Kita diharapkan bertindak seakan-akan kita harus
mempertanggung- jawabkan tindakan kita Maka, kita
harus memiliki alasan atas apa yang kita lakukan, dan siap

untuk membenarkan tindakan kita pada orang untuk siapa

fenunjukkan akuntabilitas atas tindakannya. Agen-kud

lebih  tertarik dengan  tanggungjawab  daripada

akuntabilitas. Seperti Herbert Simon, mereka dapat

“Prof. Dr.Hj.Samsiar §j. Indradi ,MS. Akuntabilitas, (Malang:
Erlangga. 2020),h 130..



36

mempertahankan preferensi ini berdasarkan efisiens;
dibutuhkan biaya lebih besar untuk memantau agen
daripada mempercayai mereka memiliki motivasi yang

baik. Atau seperti yang berlaku dalam tradisi republican,

dapat mengklam  bahwa  meskipun

akuntabilitas tidak ditetapkan, agen bertanggung jawab
harus bertindak seakan- akan mereka ‘'accountable,

meskipun proses ini tidak terjadi. Secara institusional,
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akuntabilitas mudah didukung daripada tanggung- jawab
(responsibility).
Tanggung-jawab tanpa akuntabilitas mungkin sgja

penting, namun hal ini lebih terkait dengan masalah mora

edalam bahasa ilmu politik standar: tuntutan

pengaruh. Akuntabilitas tidak "sepenuhnya baik”, yang
mana jumlah yang lebih besar Iebih baik daripada jumlah

yang lebih sedikit.
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Tuntutan terhadap akuntabilitas merupakan
tuntutan pelaku tertentu atas kekuasaan politik. Tuntutan
ini juga harus dianadlisa secara positif, sebaga strategi

pengaruh. Namun, tuntutan terhadap akuntabilitas tidak

hanya di uﬂ?émfd%nEbﬁaéa l%}q\ if: tuntutan ini
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Akuntabilitas perlu dilakukan berdm

prinsip  tertentu.  Berikut  beberapa  prinsip

akuntabilitas.
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a. Memberikan jaminan dalam menggunakan sumber
daya secara konsisten yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mempunya komitmen dari pimpinan pada semua

((;lalgkﬁ ‘«aﬁq] organisasi yang
V)
N7
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BEN
Jenis Akuntabilitas

Schelder dan Plano dalam buku

Konsep dan Implementasi, menuliskan lima jenis
akuntabilitas. Berikut penjelasannya.
a. Akuntabilitas fiskal, yaitu tanggung jawab atas

dana publik.
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b. Akuntabilitas legal, yaitu tanggung jawab untuk
mematuhi hukum.
c. Akuntabilitas program, tanggung jawab untuk

menjalankan suatu program.
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Akuntabilitas  berfungs  sebagal
terjadinya penyalahgunaan  kekuassan  dan
tindakan korupsi. Dengan adanya

pertanggungjawaban, individu akan lebih berhati-
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hati daam menjaankan tugas dan membuat
keputusan.
b. Sebaga Alat Ukur Keberhasilan Kerja

Akuntabilitas membantu mengukur sgiauh mana

p Mﬂj(l;lan[%aﬁi‘ésﬁ elah ditetapkan.
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embaga pemerintah perlu ditegakkan.
sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas dapat
menjadi instumen agar pegawai pemerintah berperilaku
dan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Daam sistem demokrasi, lembaga dan pegawal
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pemerintah diciptakan oleh masyarakat untuk melayani
masyarakat dan oleh karena itu harus bertanggung jawab
kepada masyarakat.

Karena hanya pemerintah yang memiliki

%tabi litas dapat

embag erintah
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B. Tinjauan Kepemimpinan Agama
Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau
kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap

kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah
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satu pengaruh yang ditimbulkan dati sikap kepemimpinan
tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh
yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan
atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap

memimpin

yrang atau seseorang. Ketika pemimpin dan

sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan
akan lebih mudah dicapai.
Kepemimpinan  menurut  Wahjosumidjo  pada

hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri
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seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat
tertentu. Seperti kepribadian atau personality, kemampuan

atau ability dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan

juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau
activity. Se%@gﬁeﬁ(m in t%! a(%a]%oat dipisahkan
deng ﬂ@g’ 0SiSi, p?llaku dari

p%nm diri. Kep pinan 0ses

akan cenderung memandang sebuah kepemimpinan atau

leadership sebagal pemaksaan. Selain itu, kepemimpinan

5 Lia Kusuma Dewantari , Perdi (2022). Akuntabilitas Dan
Transparansi Catatan Dana Magjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. Jurnal
IImiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia. Volume 5, No 2 april 2022.
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adalah pendesakan pengaruh yang terjadi secara tidak
langsung. Kepemimpinan adalah sarana untuk membentuk
sebuah kelompok yang sesua dengan  keinginan

pemimpinnya.

Dalam masyarakat beradab, kepemimpi

atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan
kearifan loka dikaitan dengan aktivitas kepemimpinan, maka
ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan
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kehidupan sosiad masyarakat yang dianut. la tidak bisa
dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan
diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki
tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.
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‘Ashabiyat solidaritas kelompok dan konsep ta’awun al-ihsan
itu didasarkan atas pemikiran gjaran Islam, yang di dalamnya

terkandung norma akidah dan syari’at.
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Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan
bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan
kekuasaan tidak bisalanggeng tanpa ditunjang dengan agama.
Daam Idslam igtilah kepemi mpinan dikenal dengan kata

Imamah. l{é@ql%jg};arakteristik,
karak o d{j"‘ﬁ}\ ti ggi untuk
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emperlebar sifat kasih sayang sesama manusi
solidaritas sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman

dan akhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw,
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dapat memberikan kekuatan terhadap tatanan kerja sama
kemanusiaan (ta'dwun al-ihsan). ©

Apabila teori tersebut dihubungkan dengan kegiatan
kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat

if . dalam proses

BENY

rgdakan bahwa motivas dan  keikutsertaan —paf:
pengikutnya itu beragam, ada yang bermotivkan kekayaan,

dan ada juga karena dorongan wanita yang ingin dinikahinya

6 Abdul Qodir & Sarbiran (2011). Kaderisasi Kepemimpinan Agama
Melalui Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Jurnal Penelitian Dan
Evaluasi. No 3 tahun 2011, 1(2) 141-155.
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Semuanya itu dapat diterima, hanya sgja kualitas partisipasi
yang terbaik dan tertinggi dalam pandangan agama Islam
adalah karena Allah swit.

Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah

eWarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Daam Alquran, keharusan bersikap jujur dalam
memimpin, sudah dinyatakan dengan sangat jelas dan tegas
antara lain kejujuran tersebut. Di beberapa ayat, dihuhungkan

dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana Firman Allah
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swt: Sempurnakanlah takaran dan timbang dengan adil. (QS
Al An'aam : 152).

Kedua, Amanah (tanggung jawab). Setiap pemimpin
harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau
gvt‘ahmgi‘h(r;laEf gsgéu

AP ISR

jabatan yan

A-Mervpakda

7 10 -f. ‘Il _-" . Al I I k
JI “l-\ 0
en NS

k=

b ”N G _l_{ i.U

) —

manusia lainnya. Setiap sumpah yang keluar dan mulut

manusia harus dengan nama Allah. Jika sudah dengan nama
Allah, maka harus benar dan jujur. Jika tidak terjadi, maka

akibatnya sangatlah fatal. Oleh karena itu, Rasulululah saw
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seldu memperingatkan kepada para pemimpin untuk tidak
mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang

cenderung mengada-ngada, semata-mata agar terpilih, karena

jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang

o
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perdagangan dunia, sedangkan
kewgjiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat.
Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan
dunia. Maka para pemimpin muslim sekali-kali tidak boleh

terlalu menyibukkan dirinya sematamata untuk mencari
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keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.
Sehingga jika datang waktu saa, mereka wagib
melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah
baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan
slat berjam@ &@gz:‘anqgsq’ diﬁwmgkm. Begitu

pula %ém;’ K ﬁkﬁ?(un Islam
y%g\l ' ifkali seorang perimpi nya
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